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XTPUTUSAIT GI'BERIII'R LIIUPUI{G
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TEITTAITG

PETETA.PA.IT I(TBUTT'IIAIT JABATAIT FIII|GSIOIYAL
REFRAI(SIOIIIS OPTISIEIT PEUERII|TAII PROVIIISI LAIPInTG

GI'BERI{IIR L/IDTPUtrG,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanal<an ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan
Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :

8/604 1 / M.SM .O l.OO I 2024, hal Persetujuan Kebutuhan
2A Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung, tanegal 17 Desember 2024, perlu
menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Refraksionis
Optisien Pemerintah Provinsi Lampung dengan
Keputusan Gubernur Lampung;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 terLtang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang;

2. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2023 terrtang
Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 "fahun 2Ol9:'

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor L7
Tahun 2O20;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: PER/47/M.PAN l4l2OOS tentang
Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka
Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor I Tahun 2023
tentang Jabatan Fungsional;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2O11

tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2O11
tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2Ol2 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor I Tahun 2O2O
tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Ke{a;

1O. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;

11. Peraturan Gubernur l,ampung Nomor 59 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Gubernur l,ampung Nomor I Taht:n 2024;

l. Surat Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga
Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : PT.01.02lF.Vll 2893 12024, hal Rekomendasi
Jabatan F\rngsional, tanggal 19 Jttli2O24;

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :

B/6041/M.SM.Ol.OOl2024, hat Persetujuan
Kebutuhan 28 Jabatan F\.rngsiona-l di Lingkungan
Pemerintah Provinsi, Lampung tanggal 17 Desember
2024;

MEMUTUSKAN

XEPUTUSAJI GUBERIIIIR TEI{TAITG PEIIETAPAIT
I(EBUTI'HAIT JABATAJ| FT'ITGSIOI|AL REFRAI{SIOIIIS
OPTISIET PEUERINTAII PROVII{SI LIIUPTII{G.

Menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Refraksionis
Optisien Pemerintah Provinsi l"ampung dengan rincian
kebutuhan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II Keputusan ini.

Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Refraksionis
Optisien sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu,
menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di
bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA



KETIGA

-3-

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliman dalam Keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 7 -z- 2025

Pj

Tembusan:
1. Menteri Dala'n Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolirasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi L^ampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi L^ampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan As€t Daerah Provinsi Lampung di Telukb€tung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi I -rnpung di TelukbetunS.
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :Cl & /B.O7lHKl2O25
TANGGAL : 3 -2 - 2025

RINCIAIT KEBUTUHAN JABATAN FUITGSIONAL
REFRAKSIOilIS OPTISIEIT PEMERII{TAH PROVII|SI LAUPUITG

NO NAJUA JABATAN KEBUTT'IIAN

I Refraksionis Optisien Pelaksana/Terampil 2 Orang

2 Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan/ Maht 2 Orang

J Refraksionis Optisien Penyelia 3 Orang

Jumlah 7 Orang

Pj
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PETA J/IBATAI| T'UI|GSIOITAL RETRAI(SIOMS OPTISITII
RUUAII 8/IIqT IIUUU D/TERTII DR. H. ABDI'L UOELOEI( PROVIITSI UTXPI'IIG

Pj. GITBERIIUR LIIUPUI| G,

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

Kelompok Jabatan ftrngrtonal
KebutuhanItlama Jabatan

Refraksionis Optisien
Pelaksana/Terampil

2 Orang

2 OrangRefraksionis Optisien
Pelaksana Lanjutan/ Mahir

3 OrangRefraksioni s Optisien
Penyelia

Wakil Direktur

I,,AMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR I,.AMPUNG
NOMOR : Gl Dg /B.O7lHKl2O2s
TANGGAL: < -/- 2025


